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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2014 
TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, diperlukan upaya pengendalian 
penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai 
wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi pemerintahan;  

b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan 
memberikan pedoman bagi pegawai dalam 
pelaksanaan pengendalian gratifikasi, perlu diatur 
mekanisme pelaporan gratifikasi;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia tentang Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; 
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Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150);  

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 
ASASI MANUSIA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Gratifikasi adalah gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

3. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penolakan, 
penerimaan, dan pemberian Gratifikasi.  

4. Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berinteraksi dan 
bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, dan agen. 

5. Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif dan 
menyangkut yang khusus/tertentu saja. 

6. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya. 

BAB II 
PENCEGAHAN GRATIFIKASI 

Pasal 2 

Setiap Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai dalam bentuk uang, barang, 
dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau 
di luar tugas kedinasan wajib dilaporkan.  

Pasal 3 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap: 
a. terkait dengan tugas kedinasan, meliputi: 

1. pemberian Pihak Ketiga yang berupa cinderamata dalam kegiatan 
resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, 
pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan  
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